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ABSTRAK 

 

 

 

 

Pasal 55 Undang Undang Perlindungan Konsumen menyatakanbahwa : “Badan 

penyelesaian sengketa konsumen wajib mengeluarkan putusan paling lambat 

dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima”. Kenyataan 

dilapangan terkait dengan kewajiban BPSK sesuai dengan Pasal 55 tersebut 

ternyata melebihi dari batas waktu yang ditentukan. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban BPSK dalam menjatuhkan 

putusan terkait ketentuan jangka waktu penyelesaian sengketa konsumen di Kota 

Batam dan untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan terhadap putusan 

BPSK mengenai penyelesaian sengketa konsumen yang melebih batas waktu 21 

hari. Metode penelitian pada skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu 

cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan 

meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian meneliti data primer yang 

ada di lapangan.  Hasil penelitian mengenai pelaksanaan Kewajiban BPSK Dalam 

Menjatuhkan Putusan Terkait Ketentuan Jangka Waktu Penyelesaian Sengketa 

Konsumen Di Kota Batam tidaklah berjalan sesuai dengan ketentuan sebagaimana 

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Undang Undang 

Perlindungan Konsumen tidak mengatur mengenai sanksi apabila dalam 

penyelesaian sengketa melebehi batas waktu yang ditentukan. 

 

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Penyelesaian Sengketa, BPSK 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

Article 55 of the Consumer Protection Act states that: "The consumer dispute 

resolution body must issue a decision no later than 21 (twenty one) working days 

after the claim is received". The fact in the field related to the obligation of BPSK 

in accordance with Article 55 is more than the time limit The purpose of this study 

is to determine the implementation of BPSK's obligations in imposing decisions 

related to the provisions of the period of consumer dispute settlement in Batam 

City and to find out the legal consequences of the BPSK decision regarding 

consumer dispute settlement that exceeds 21 days. The research method in this 

thesis is empirical juridical research that is the method or procedure used to solve 

research problems by examining secondary data first to then examine the primary 

data in the field. The results of research concerning the implementation of BPSK's 

Obligation in Applying Decisions Related to the Provisions on the Period of 

Consumer Dispute Settlement in Batam City do not work in accordance with the 

provisions as applicable laws and the Consumer Protection Law does not 

regulate sanctions if in the settlement of the dispute over the prescribed time limit.  

 

 

Keyword :Consumer Protection, Dispute Resolution, BPSK 
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